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1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokratis memegang prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas
informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28 huruf F, yang memberikan hak pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Untuk memastikan hak tersebut
terpenuhi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik pemerintah harus memberikan
akses terbuka dan berkala terhadap informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka. Hal ini
bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai salah
satu badan publik pemerintah, memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan subsektor
perikanan budidaya. Oleh karena itu, DJPB harus memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat
dan tepat guna. Para petugas informasi di lingkungan DJPB juga bertugas menjalankan tugas dan
fungsi mereka dengan profesional dan integritas tinggi, mengacu pada pedoman dan keputusan dari
Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam era digital saat ini, semakin mudahnya akses informasi membawa dampak positif bagi
masyarakat. Dengan mudahnya mengakses informasi publik, masyarakat menjadi lebih aware
terhadap kebijakan pemerintah dan memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap
kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ketidaktransparan dalam pengelolaan informasi publik dapat
menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, penting bagi DJPB untuk terus berkomitmen dalam memberikan akses informasi yang
jelas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat
akan semakin tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Hal ini menjadi
penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat.

Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik, PPID DJPB berkomitmen untuk senantiasa memberikan
layanan yang cepat dan tepat, sehingga penyediaan informasi untuk masyarakat dapat dikelola secara
optimal guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju.



2. Pengelolaan Layanan Informasi Publik

e Sarana dan Prasarana Layanan Permohonan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, DJPB menyiapkan saluran pengajuan
permohonan diantaranya melalui aplikasi website PPID maupun pengajuan
permohonan informasi secara tatap muka dengan datang ke Ruang Layanan PPID DJPB
yang berlokasi di Gedung Mina Bahari IV Lantai 7.
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keterbukaan informasi
khususnya layanan informasi publik di lingkungan DJPB, maka ditetapkanlah
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 85 Tahun 2024 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya.



Anggaran Layanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan
informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat
Jenderal Perikanan Budi Daya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya .

Media Penyebaran Informasi Publik

Dalam pelaksanaan penyebaran informasi publik, DJPB menggunakan berbagai kanal
media elektronik seperti Website, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, dan Tiktok.
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Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada semester Il tahun
2024, DJPB telah menerima 41 permohonan informasi melalui kanal aplikasi, surat,
email maupun visitasi langsung ke ruang layanan PPID. Dari 41 permohonan informasi
yang masuk, 28 permohonan diterima dan telah diberikan informasi yang diminta,
sedangkan 13 permohonan informasi tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak dan belum
dapat diberikan informasinya.

Permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti/ditolak beberapa
penyebabnya adalah tidak melampirkan identitas resmi dalam permohonan, tidak
menyertakan surat permohonan data dari pihak kampus/perusahaan pemohon dan
tidak melampirkan daftar pertanyaan. Seluruh permohonan yang ditolak telah
diarahkan wuntuk dapat melakukan pengajuan permohonan ulang dengan
melampirkan persyaratan yang dibutuhkan.



Permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat sebagian besar terkait
informasi kegiatan magang/praktek kerja lapangan di lingkup DJPB serta permohonan
informasi terkait bantuan pemerintah yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan
berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

1 |Januari 9 9 0 0 9 0 0
2 |Februari 2 1 1 1 0 0 1
3 [Maret 11 7 4 5 2 0 4
4 |April 2 2 0 1 1 0 0
5 |Mei 8 5 3 3 4 0 1
6 [uni 9 4 5 5 4 0 0

3. Kegiatan Layanan Informasi Publik PPID DJPB Tahun 2024

Rapat Pleno Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Di
Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023

Rapat pleno monitoring dan evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilakukan dalam
rangka melakukan klasifikasi predikat hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik di
Lingkungan KKP yang telah diselenggarakan pada tahun 2023.

Hasil Sementars Penilsian Kaesione s
M dan Internal K dan P Tahun 2023

R Jundar P AG

Besas Pecicason e dieo s A

o as Perioanan Budisars Ay
agouns

Boa; Batar Fecanas Bositars ax
P

PP Bala; Pavikas or. Budtdare o5 Pares

slilelelels

FRT Baa Pevioasn an. Baddars Ax Tes e s L
Pr Parianan Bodidars Al Payma vast i i =
el Buttars Laut P
Buddan Laut

Laat

saan " LTy

FPID Baas Parikas i Budaas A Pt i =5

PO Baas = yrRr—— — =

PP Bais Periinnsn Dusiders A Tawes e o=y

Illl-.ll-lh-l?nﬁ—-.l o aa e e

PP Balad duk Unpmid dan

LRI ARAR AN AR AN A

(PP Baias Farpian Kovanatan b dan
A Freren

Pembaharuan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan
Lingkup KKP

Daftar Informasi Publik adalah daftar yang memuat informasi-informasi yang dapat
diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari hak untuk mendapatkan informasi publik.
Sedangkan Daftar Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat
diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan
produk hukum lain. Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Publik Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP),




Badan Publik wajib menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP)
paling singkat 6 (enam) bulan sekali, serta melaksanakan Uji konsekuensi atas
Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) yang akan dibuka serta susulan tambahan
DIK.

DJPB sebagai salah satu PPID pelaksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, turut berpartisipasi dalam melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian
informasi publik baik di lingkup pusat hingga ke lingkup PPID pelaksana UPT.
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1. Morupuk pada Peraturan Komisi inlonmas Pubih Repubiia indonesia Nomor
1 Tahun 2021 tentang Siandar Layanan informasi Publik (PERKI SLIP),
Badan Pubii waji menelaphan San memutakiukan Daftar informasi Publi
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2. Apabia verdapal usuian DIP yang baru dan atau belum masuk ke dalam DIP
dan DIK KKP Tahun 2023, kami mohon kianya Saudara dapat
manyampaikan usulan dimaksud melaiul Ink Bitpg /b wDIP-DIK2024

Informasi
No | (berisiinformasi tertentu yang ”“"“'F,:m
4
1 Data calon penerima bantuan 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun | Informasi yang Selama belum dilakukan validasi | 30 Tahun
pamerintah 2008 Tentang Keterbukaan apabila dibuka dan dan panstepan
Informasi Publik, Pasal 17 diberikan kepada
2. Peraturan Menteri Kelautan dan pemohan informasi
Perikanan Nomor 4/PERMEN- publik dapat
KP/2019 tentang meaqungbp rahasia
Penyelenggaraan Layanan pribadi
Ink i Publik di Lingkung
Kementerian Kelautan
5 5 i an P n, P:
ata detall penerima bantuan 1.Undang - Undang Nomor 14 Tahun | Informasi ya Data pribadi agar fidak
(Nomor |dentitas. Nomor 2008 Tentang Keterbukaan apabila dibu:: dan digunakan ul:z. pihak yang tidak ki
Telepon, Alamat Lengkap) Informasi Publik Pasal 17 dibarikan kepada bertanggung jawab
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 pemohon informasi
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan publik dapat
UU Nomor 14 Tahun 2008 Ttg meangungkap rahasia
Keterbukaan Informasi Publik pribadi dan
3 Peraturan Menteri Kelautan dan persaingan usaha
Perikanan Nomor 4/PERMEN- yang tidak sehat
KP/2019 tentang
Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Kementerian Kelautan
dan Perikanan Pasal 4
3. Komposisi dan formulasi pakan 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun | informasi yang Data rahasia an agar 30 Tahun
dan obat kan terdaftar 2008 Tentang Keterbukaan apabila dibuka dan tidak digunakan oleh pihak yang
Informasi Publik, Pasal 17 diberikan kepada tidak bertanggung jawab
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 pemohon informasi
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan publik dapat
UU Nomor 14 Tahun 2008 Tig p rahasia
Keterbukaan Informasi Publik pribadi dan




Pembaharuan SK Tim PPID lingkup DJPB

Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat
Jenderal Perikanan Budi Daya dapat berjalan dengan lancar dalam hal pengelolaan,
penyusunan, dan pengklasifikasian informasi publik dan informasi yang dikecualikan,
maka perlu ditetapkan susunan keanggotaan petugas layanan informasi publik di
lingkup DJPB dari PPID pelaksana UPT maupun dari direktorat teknis.
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12
huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan

Visitasi dan Audiensi Pembinaan Kelembagaan PPID ke PPID Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi

Dalam rangka pembinaan kelembagaan layanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) KKP melaksanakan visitasi dan audiensi ke PPID Pelaksana UPT untuk
melihat secara langsung ketersediaan sarana prasarana dan implementasi pelaksanaan
layanan informasi publik. Salah satu lokasi yang dikunjungi oleh PPID Kementerian untuk
melakukan visitasi dan audiensi yaitu ke PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
(BPPP) Banyuwangi. PPID Pelaksana pusat lingkup eselon | turut diundang dan hadir dalam
kegiatan tersebut.




Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik KKP

Dokumen Strategi dan Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik memuat rencana strategis
dan arah kebijakan layanan keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan bagi seluruh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KKP. Dokumen ini
digunakan sebagai acuan atau panduan dalam melaksanakan tata kelola keterbukaan
informasi kepada publik secara transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu dapat juga digunakan untuk
menyamakan persepsi dan memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan layanan
keterbukaan informasi yang dilakukan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan agar mampu memberikan informasi kepada publik sesuai arah
kebijakan Kementerian secara profesional, objektif, bermoral, efisien, transparan, dan

akuntabel serta pemberian layanan berkualitas.
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Pembahasan Standar Pelayanan Informasi Publik lingkup KKP

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kementerian Kelautan dan
Perikanan, diperlukan untuk menyusun Standar Pelayanan Informasi Publik sebagai acuan
bagi seluruh PPID baik pusat maupun pelaksana di lingkup KKP. Perlu untuk dilakukan
pembaharuan SOP sebagai best practise layanan informasi publik serta standar pelayanan
yang dapat diimplementasikan pada layanan informasi publik di lingkungan KKP.
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Sidang Sengketa Informasi

Pada semester | Tahun 2024, KKP mendapatkan permohonan informasi dari LSM Pemantau
Keuangan Negara (PKN) terkait data pengadaan barang dan jasa tahun 2021 dari 38 satuan
kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menjawab permohonan
informasi dengan memberikan sebagian informasi yang diminta, namun pihak PKN
menyatakan keberatan dengan tanggapan/jawaban yang diberikan oleh PPID KKP sehingga
melayangkan surat keberatan kepada KKP dan Komisi Informasi Pusat. Hal ini ditindaklanjuti
oleh KIP dengan melakukan sidang sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi
Pusat. Seluruh satuan kerja termasuk UPT lingkup DJPB yang diminta data dan informasi
pengadaan barang dan jasa terkait telah menyerahkan dokumen PBJ yang diminta dengan
kondisi ditutup/diblur pada bagian data pribadi dan atau informasi dikecualikan lain mengacu
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, UPT DJPB juga telah
mengumpulkan data PBJ yang tidak diblur sebagai salah satu bukti persidangan untuk
diperlihatkan kepada panitera sidang KIP.




4. Kesimpulan dan Saran

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya senantiasa melakukan
perbaikan dan peningkatan penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat,
dimana penyediaan dan pelayanan informasi publik merupakan salah satu hal penting dalam
penyampaian informasi pembangunan perikanan budidaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah kepada masyarakat luas.

Beberapa tantangan yang yang dihadapi dalam pelayanan informasi publik PPID lingkup DJPB
diantaranya :

1. Proses migrasi ke website baru KKP sebagai salah satu elemen penting dalam
penyebarluasan informasi publik yang saat ini masih sedang berjalan dan masih dalam
proses pengembangan dalam tata kelola konten. Selain itu, migrasi website PPID
masih akan dilakukan dalam semester Il tahun 2024 dan saat ini masih dalam proses
perancangan dan akan diluncurkan setelah proses Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Nasional.

2. Dalam penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya, membutuhkan waktu untuk
berkoordinasi antar unit eselon Il maupun UPT yang terkait dengan data dan informasi
yang dibutuhkan. Data dan informasi yang akan dibagikan membutuhkan persetujuan
pimpinan sehingga informasi yang akan disampaikan kepada pemohon menjadi
informasi yang akurat dan terpercaya. Waktu dalam mengajukan informasi kepada
satuan kerja dapat menyebabkan penyampaian jawaban atas permohonan informasi
melampaui waktu yang diatur dalam peraturan perundangan;

3. PPID Pelaksana UPT perlu untuk melakukan pembaharuan secara rutin terhadap
daftar informasi publik yang tersedia, terutama di portal website KKP sebagai saluran
informasi resmi;

4. Belum optimalnya sarana, parasarana serta sumberdaya manusia dalam mendukung
kinerja pelayanan informasi publik;

Saran dan Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan di atas yaitu :

1. Melakukan koordinasi yang intens dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri dan
Pusdatin KKP untuk memastikan data dan informasi dari PPID pelaksana pusat dan UPT
lingkup DJPB yang perlu untuk ditampilkan pada website KKP maupun website PPID
dapat terfasilitasi serta memenuhi standar kemudahan dan kecepatan dalam
mengakses informasi publik oleh publik;

2. Melakukan pengembangan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik
melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi;

3. Melakukan pemuktahiran klasifikasi atau daftar informasi publik maupung daftar
informasi yang dikecualikan dari PPID pelaksana lingkup Direktorat jenderal Perikanan
Budidaya secara berkala;

4, Melakukan pembinaan serta pelatihan petugas layanan informasi secara berkala
untuk meningkatkan kapasitas dan integritas petugas layanan informasi dalam
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;



5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dirasa belum
optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik:

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik pada saat ini yang terkait dengan
program dan kinerja badan publik khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, maka
diharapkan pelayanan dan penyedian informasi publik dapat dimaksimalkan, untuk itu
diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih optimal dengan semua pihak untuk
mewujudkannya.

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya kami buat sebagai bahan
evaluasi layanan informasi publik Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Jakarta, Juli 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

Gemi Triastutik



